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ABSTRAK 

 

 

Safitri, (2021) : Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemberian Hak Asuh 

Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam) 

 

Penulisan Skripsi ini di latar belakangi oleh hak asuh anak yang belum 

mumayyiz di serahkan kepada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz di 

berikan kewenangan kepada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya 

sebagai hak pemeliharaannya. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis 

menelusuri bagaimana konsep pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz 

dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan maqasid 

syariah terhadap Pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam.  

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis maksudkan adalah untuk 

mengetahui konsep pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 

105 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap 

Pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam. Penelitian ini berbentuk kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan buku Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukkan primer. Sedangkan 

bahan skunder dalam penelitian ini adalah sejumlah literature yang ada dalam kaitannya 

dengan penelitian ini seperti Maqashid Syariah karangan Ahmad Al-Mursi Husain 

Jauhar, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili  serta 

literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunkan adalah metedoe 

deskriptif, dan analisis konten. 

Hasil dalam penelitian ini adalah pemberian hak asuh seorang anak yang 

belum mumayyiz kepada ibunya sesuai dengan kuliatul khamsah, terutama hifz 

nsl atau jiwa. Karena seseorang yang dikategorikan sebagai anak hendaknya 

berada dibawah kepengasuhan orang tua. Khusunya anak perempuan ada baikya 

pemeliharaan dan hak asuh nya itu ada pada ibu ketika dia belum dianggap 

mumayyiz. Ini sejalan dengan apa yang telah islam tetapkan mengenai hak 

pemeliharaan anak sebelum mumayyiz ada pada ibu. Di lihat dari manfaatnya 

hukum islam yang sudah di tetapkan di dalam KHI ini sudah sangat relevan 

dengan zaman sekarang ini. 

 

Kata Kunci : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Maqashid Syariah merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam 

bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau dicarikan dari sumber utama 

hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat 

memutuskan perkara hukum.
1
 

Islam adalah agama universal, diturunkan di muka bumi sebagai 

rahmatan lil‟alamin yang mengatur segenap tatanan hidup manusia. 

Ajaran dan konsep yang dibawa Islam, sesungguhnya padat nilai dan 

memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Konsepnya tidak 

hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh 

siapapun. Ajaran Islam tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi 

selalu baik kapan dan di mana saja. Rahmat kesejahteraan merupakan 

tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.
2
 

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial 

maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh 

                                                             
1
Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Rumah Fiqih Publishing), hlm. 17 

2
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, Ahkamul Fuqoha Solusi 

Problematika Aktual Hukum Islam, cet. 2 (Surabaya:Lajnah Ta‟lif Nasyr (KTN) NU Jawa Timur 

dan Diatama, 2005), hlm. 621. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
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Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang 

pemeliharaan anak (hadanah). Anak-anak adalah kelompok yang rentan 

membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak 

adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah 

anugerahkan kepada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Asy-

Syura Ayat 49 :
3
 

                      

       

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia 

menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-

anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan 

memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia 

kehendaki”. 
 

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya 

melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada 

diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan 

menentukan kualitas generasi di  masa  yang akan datang, kualitas anak 

ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu 

dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi 

sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk 

mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap 

sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah. 

Perpisahan yang terjadi antara kedua orangtua, seringkali 

menimbulkan masalah-masalah baru khususnya di Indonesia ketika 

                                                             
3
Asy-Syuara Ayat (49) 
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pasangan Suami Istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur 

untuk berpisah dari ibunya.  Dan masalah tersebut terkadang 

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak, seperti masalah Hak 

asuh anak. 

Hak Asuh Anak merupakan salah satu permasalahan besar yang 

sering terjadi  di Pengadilan Agama, Karena hal tersebut berhubungan 

dengan perkembangan anak. Sehingga dalam menentukannya 

membutuhkan suatu kehati-hatian agar  tidak  terjadi  kesalahan yang 

berakibat buruk bagi anak.  

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 

orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, 

pendidikkan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. 

Dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai 

kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup 

kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung 

kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama 

dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan 

mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang 

perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut.
4
 

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban 

orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika 

perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam konteks globalisasi 

                                                             
4
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

hlm. 189 
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dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak 

perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar 

orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya 

kebutuhan materil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta 

kasih sayang, pendidikkan, kesehatan, dan lain-lain, turut menjadi penentu 

pembentukkan kepribadian anak. Kualitas komunikasi anatara anak dan 

orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak 

terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi diluar, yang 

besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari 

pergaulan mereka.
5
 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan”, perceraian 

tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik 

anak-anaknya. Dalam pasal terebut juga dikatakan bahwa jika ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan 

memberi keputusan.Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui 

kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur 

pengadilan. 

Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika 

melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, 

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

                                                             
5
Ibid. hlm. 192-194 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4cce4ea264383/node/13200
https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4cce4ea264383/node/13200
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adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji hak asuh anak yang belum mumayyiz dengan judul skripsi 

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRMBERIAN 

HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ  (STUDI PASAL 

105 KOMPILASI HUKUM ISLAM) 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini penulis hanya dibatasi pada masalah konsep hak 

asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 KHI yang ditinjau 

melalui maqashid syariah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah konsep hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam 

pasal 105 KHI? 

2. Bagaimanakah tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang belum 

mumayyiz dalam pasal 105 KHI? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Agar pembahasan yang penulis kaji ini mengarah serta dapat 

diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi 

latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah 

tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui konsep hak asuh anak yang belum mumayyiz 

dalam pasal 105 KHI 

b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang 

belum mumayyiz dalam pasal 105 KHI 

2. Manfaat Penelitian  

Dalam pembahasan penelitian yang penulis tulis tentunya agar 

dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat 

awam pada umumnya, adapun diantara kegunaan pembahasan ini 

adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut. 

a. Bagi Pembaca 

Untuk menamba pengetahuan dan wawasan mengenai Tinjauan 

Maqashid Syariah Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mummayyiz 

(Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). 

b. Bagi Penulis  

Sebagai bahan masukkan ilmiah dan untuk menambah wawasan 

penulis serta untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat 

mengajukan Skripsi di Fakultsas Syariah dan Hukum UIN SUSKA 

Riau. 

E. Metedeologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research yang 

bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang 

memuat tentang Hukum Anak Yang Belum Mumayyiz yang kemudian 
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ditinjau dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar 

tentang suatu tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang belum 

mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Adapun data 

yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai maqasid 

syariah hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 

Komplasi Hukum Islam. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang 

berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang 

diamati. 

3. Objek Penelitian  

Sebagai Objek penelitian ini adalah apa yang akan diteliti 

dalam penelitian ini, yaitu Tinjauan maqashid syariah terhadap hak 

asuh anak yang belum mumayyiz (studi pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam) 

4. Sumber Data 

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian 

kepustakaan maka digunakan data yang dibedakan dalam : 
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a. Data Skunder 

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang langsung 

diperoleh dari buku yang terkait dengan tema penelitian ini.
6
 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Kompilasi Hukum Islam. 

2) Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari literatur dan berbagai kitab-kitab fiqh seperti Maqashid 

Syariah karangan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid 

Syariah Bisnis dan Keuangan Islam karangan Dr. Oni Sahroni, 

M.A. dan Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, 

Hukum Perdata Islam  di  Indonesia, UU No.1/1974 an Fiqih 

Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili  

maupun bahan-bahan yang ditemukan di website. 

b. Bahan Tersier 

Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder,
7
 

yang dalam hal ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan 

adalah Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Arab Indonesia serta 

Kamus Hukum dan lain-lain. 

 

                                                             
6
 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), cet. kw-3, hlm. 132 
7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2006), hlm. 23 
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5. Metode Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan 

kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan 

dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi 

serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini. 

6. Metode Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis konten (conten 

analisys) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan 

tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi 

yang kemudian ditarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah 

datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam 

bentuk yang lain. 

7. Metode Penulisan  

Setelah data-data diolah dan ditinjau, kemudian disusun 

dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode Dedukatif 

Yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan 

yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum 

untuk menilai menjadi khusus. 

b. Metode Deskriptif 

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat 

keterangan dan diambil dengan apa adanya dilapangan, sehingga 

dapat disusun sebagaimana diperlukan penulisan ini. 
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F. Sistem Penulisan 

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan 

kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Batasa 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan 

Kegunaan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penelitian 

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI 

HUKUM ISLAM 

 Pada bab ini berisi tentang gambaran Umum 

Kompilasi Hukum Islam 

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG 

LANDASAN HAK ASUH ANAK YANG 

BELUM MUMAYYIZ DAN MAQASHID 

SYARIAH 

Pada bab ini membahas tentang landasan hak asuh 

anak yang belum mumayyiz dan membahs tentang 

maqashid syariah 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas dari penulisan skripsi ini 

yang merupakan isi pembahasan yaitu konsep hak 
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asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan maqashid 

syari‟ah terhadap hak asuh anak yang belum 

mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam. 

BAB V   PENUTUP 

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang 

berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM  

A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan 

Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 

1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan 

Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi 

atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua 

pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :
8
 

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahakamah Agung Republik 

Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di 

Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan 

Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di 

Pengadilan Agama 

2. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, singkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek 

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu 

membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai 

kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. 

                                                             
8
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 

1992), hlm. 5-8 
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Menurut M.Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, 

pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam 

sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang 

dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah 

hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari 

ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan 

merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. 

Hukum islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada 

umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad 

kedua hijiriah dan beberap abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik dibidang 

fikih masih tetap berfungsi dan memberikan informasi hukum. Kajian 

pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-,asalah ibadah dan 

akhwalui syakhsiyah. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih 

muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan 

dengan masalah-masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja 

berupa perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam 

berbagai bentuknya. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut 

telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari 

penafsiran-penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain 

menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama 

tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. 

Penafsiran-penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi 

dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan. 
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Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat 

Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia 

akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum 

positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama 

Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran 

keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab 

khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.
9
 Berdasarkan 

pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya 

penyusunnan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan 

dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. 

Selanjutnya M.Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya 

penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama 

dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di 

Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai 

landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur 

pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah 

menjadikannya ‚kitab hukum‛ (perundang-undangan).
10

 

Jadi, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara 

sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di 

Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
9
 Abdurrahman, op.cit., hlm. 20 

10
 M.Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hlm. 100 
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B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan 

bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas 

Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak 

tahun 1985. 

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada 

bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua 

setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial 

Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 

1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan 

organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen 

masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, 

akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan 

pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama 

(SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.
11

 Berdasarkan 

hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang 

baru muncul sekitar tahun 1985.  

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa 

pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua 

Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan 

                                                             
11

 Abdurrahman, op.cit., hlm. 32. 
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dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, 

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang PerdataTidak 

Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.  

Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 

1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk 

melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi 

dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitabkitab yang 

dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan 

perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan 

hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara : 

1. Pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-

kitab 

2. Wawancara dengan para ulama  

3. Lokakarya hasil penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dan 

wawancara perlu diseminarkan 

4. Studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum 

atau seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. 

Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan 

pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi 

Hukum Islam yang menjadi hukum marteril di Pengadilan Agama. 
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Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum 

materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha : 

a. pengkajian kitab-kitab fikih 

b. wawancara dengan para ulama 

c. yurisprudensi Pengadilan Agama 

d. studi perbandingan hukum dengan negara lain 

5. Lokakarya atau seminar matreri hukum untuk Pengadilan Agama. 

Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur 

tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan 

Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdi kepada 

hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang 

dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU 

No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum 

materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam. 

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengsahkan 

Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi 

terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan 

mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu 

undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang 

prosesnya akan berlarutlarut dan membutuhkan waktu yang lama. 
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Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan 

pemerintah atau keputusan presiden. 

Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta 

mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan 

Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya UU 

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 

1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia 

No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan 

di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, 

Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang 

pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya 

Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 

No.3694/EV/HK.003/AZ/91.
12

 Dengan demikian, Kompilasi Hukum 

Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. 

C. Landasan dan Kedudukkan Kompilasi Hukum Islam 

Landasan dalam arti sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia adalah :  

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan 

bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

                                                             
12

 Ibid., hlm. 36-50 
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penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, 

yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi 

pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya 

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 

No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 

Tahun 1991 

3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas 

nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan 

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama 

di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI 

No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Berdasarkan dasar hukum 

atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi 

ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai 

sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam 

memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka 

Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-

ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai 

peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan 

melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan 
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Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat 

pada tujuan dari kompilasi tersebut,
13

 yaitu : 

a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia 

secara kongkret 

b. Guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di 

lingkungan Peradilan Agama 

c. Sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi 

seluruh masyarakat Islam Indonesia 

d. Serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum 

yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Ibid., hlm. 53-62 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG LANDASAN HAK ASUH ANAK 

YANG BELUM MUMAYYIZ DAN MAQASHID SYARIAH  

 

A. Hak Asuh Anak (Hadhannah) 

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

Pemeliharaan pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang 

tuanya. Baik dalam masalah ekonomi, pendidikkan, dan segala hal yang 

dibutuhkan oleh anak.
14

 Dalam agama islam pemeliharaan anak disebut 

dengan hadhannah. Secara etimoligi hadhannah berasal dari kata 

hadhanah (ٍحض), yahdun ( حْ ضٍُیَ  ), hadnan (حضُا), ihtadhana (ٍاحخض), 

hadinatun (حاضُت), hawadin (ٍحٕاض), yang artinya mengasuh anak, 

memeluk anak, ataupun pengasuh anak.
15

 Sedangkan menurut 

terminologis hadhannah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan 

mendidik hingga dewasa maupun berdiri sendiri.
16

 

Hadhannah diambil dari kata al-hidhnu yang artinya samping atau 

merengkuh kesamping. Adapun syara‟ hadhannah artinya pemeliharan 

anak yang bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga 

diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus 

                                                             
14

Ahmad Rofiq, Op. Cit. hlm. 189  
15

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 

1989), cet. Ke.2, hlm. 104 
16

Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang:Dina Utama, 1993), hlm. 119 
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kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-nak, orang 

dewasa tetapi gila.
17

 

Hak asuh anak atau hadhannah artinya pemeliharaan anak, laki-

laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat 

membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga 

kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan 

dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak 

dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan 

dihadapinya.
18

 

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berati 

mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. 

Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak 

memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhan dan diawasi 

pendidikkanya. Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. 

Maka Rasulullah Saw. bersabda : 

ُْكَحِيْ  ِّ يَا نىَْ حَ َْجِ احََكَّ بِ  اَ

“Engkau lebih berhak mengsuh anak selama engkau belum kawin”
19

 

Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih sayang kepada anaknya, 

lebih tahu bagaimana cara mendidiknya lebih mampu dan lebih sabar 

                                                             
17

 Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), hlm. 59 
18

Al Hamdani, Risalah Nikah, terj Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-

2, hlm. 318 
19

Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nailul Authar, VI, hlm. 369 
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dalam mengasuh anak daripada ayahnya. Dan ibu lebih lapang waktunya 

dari pada ayahnya dan seterusnya. 
20

 

Jika anak tersebut sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya 

sendiri, maka perlu adanya pihak berwajib untuk melakukan 

peneyelidikkan, siapakah dianatar keduanya (ibu dan bapak)  yang lebih 

berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. Pada saat itu si 

anak diserahkan kepada pihak yang lebih cakap untuk merawat dan 

memeliharanya. Tetapi kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh 

memilih siapa dianatara keduanya yang lebih ia sukai.
21

 

2. Hadhannah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pemeliharaan anak atau hadhannah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

sendiri.
22

 

Kata hadhannah dalam KHI tidak digunakan dalam pasal-pasal 

yang berkaitan dengan masalah hadhannah, melainkan KHI menggunakan 

istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan subtansi yang 

sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf g yang berbunyi 

“Pemeliharaan anak atau hadhannah adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu beduru 

sendiri”. 

                                                             
20

Al Hamdani, Op. Cit, hlm. 318 
21

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 

2001), hlm. 452 
22

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 285 
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Defenisi hadhannah yang diuraikan dalam KHI, mengandung arti 

bahwa pemeliharaan anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang 

yang berhak atas hadhannah untuk dapat mengasuh, memelihara, dan 

mendidik, anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.  

Defenisi hadhannah yang telah dijelaskan di dalam KHI tidak jauh 

berbeda dengan defenisi hadhannah dalam hukum islam. Hadhannah 

dalam hukum islam adalah pendidikkan dan pemeliharaan anak sejak 

kecil dari dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang 

dilakukan oleh kerabat anak tersebut. 
23

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih rinci menegenai 

pemeliharaan anak (hadhannah) dalam hal terjadinya perceraian orang 

tua. Secara rinci pada pasal 105 (KHI) yang mengatakan:  

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
24

 

Jadi, meskipun pemeliharan anak akibat terjadinya perceraian 

dilakukan ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi 

tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak 

                                                             
23

Abd.Rahman Ghazaly, FiqhMunakahat,(Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), hlm. 175 
24

Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm. 198 
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hilang karena terjadi perceraian. Seperti dijelaskan dalam firman Allah 

dalam surah Al-Baqarah ayat 233: 

                        

                             

                           

                        

                          

                 

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.
25

 

Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 

Kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama 

anak tersebut belum mumayyiz, maka anak disuruh memilih, kepada 

siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.  

                                                             
25

Al-Qur‟an, (Al-Baqarah:2): 233 
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B. Dasar Hukum Hadhannah 

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa 

pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajiban bagi 

kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum 

mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik,maka akan berakibat 

buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi 

jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat 

dan dididik dengan baik.
26

 Sebagaimana firman Allah dalam surah At-

Tahrim ayat 6: 

                        

                       

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”.
27

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin 

mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan 

keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka 

mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa 
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manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya 

adalah manusia itu sendiri. 

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan 

isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota 

keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan 

larangan-Nya.
28

 

Secara khusus Al-Qur‟an sangat memerhatikan pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

surah al-Baqarah Ayat 233: 

                        

                             

                           

                        

                          

                 

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
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keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.
29

 

  

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt. memerintah kepada kedua 

orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum mumayyiz. 

Memerintahkan agar ibu-ibu agar menyusui anaknya sebelum dua tahun 

penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menangguh nafkah bagi keduanya 

dengan cara yang baik. Dan memboleh mengambil wanita lain untuk 

menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut 

Allah Swt. mengisyaratkan agar ibu dan ayah tidak menderita karena 

anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua berhalangan, tanggung 

jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.
30

 

Jadi tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami 

sekaligus ayah. Menurut Muhammad Sayltut berdasarkan yang dikutip 

diatas, al-qu‟an menjelaskannya secara ekplisit (sarih) tentang tanggung 

jawab ayah.
31

 Dalam riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi, Rasulullah SAW. 

mengatakan : 

                                                             
29

Al-Qur‟an, (Al-Baqarah:2): 233 
30

Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm. 236 
31

Lihat. Muhammad Syaltut, al-Islam„Aqidah wa Syariah, (Kairo: Dar al- Qalam, 1966), 

hlm. 165 



29 

 
 

اٌَ لاَ یـزٌَسُلَُّ الِاَّ طيَِّباً حَكَّ  َٔ يَایتََ  انزِّ َٔ باَحَتَ  انسِّ َٔ ُّ انكٌِخاَبتََ  ًَ انِذِ اٌَ یـؼَّهِّ َٕ نذَِ ػَمَ انٌ َٕ  (انٌ

32)رٔاِ انبيٓمٗ
 

Artinya: “Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang 

tuanya mengajarinya menulis, renang, memanah, dan tidak 

memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik”. (H.R. Baihaqi) 

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga dijelaskan dalam 

hadist Rasul, yaitu: 

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya 

globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak 

dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang 

tua tidak hanya memperioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya 

kebutuhan materil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan 

cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan 

kepribadian anak. Kualitas komunitas antara anak dan orang tuanya 

mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada 

akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar 

kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari 

pergaulan.
33

 

Dasar hukum mengenai pemeliharaan anak selain terdapat di al-

qur‟a dan sunnah, juga terdapat didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang 
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perkawinan yang berlaku di Indonesia. Menegani kewajiban terhdadap 

anak terdapat pada pasal 45 yaitu: 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara oramg tua putus.
34

 

Maka suami sitri mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-

anak mereka dengan sebaik-baiknya. Baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikkan agama. 

Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhannah, mendidik 

dan merawat anak adalah wajib. Tetapi para Ulama berbeda pendapat 

dalam hal ini, apakah hadhannah ini menjadi hak orang tua (terutama 

ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafiyah dan Maliki misalnya 

berpendapat bahwa hak hadhannah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat 

saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadhannah 

itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut 

Wahbah Zuhaily, hak hadhannah adalah hak berserikat antara ibu, ayah 
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dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak 

dan kepentingan anak.
35

 

Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili hak hadhannah 

merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi 

pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diperioritaskan adalah 

hak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk 

memilih siapa yang akan mengasuhnya.
36

 

C. Syarat-syarat Hadhannah 

Orang yang mengasuh anak disyariatkan mempunyai kafa‟ah 

atau martabat yang sepadan dengan kedudukkan si anak, mampu 

melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan 

dam kafa‟ah mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat 

tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengsuh anak.
37

 Syarat-

syarat tersebut ialah : 

1. Berakal 

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang gila baik laki-

laki maupun perempuan. Hak asuh pun tidak dapat diberikan kepada 

orang mu‟tub (idiot), baik laki-laki maupun perempuan.
38
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2. Merdeka 

Budak tidak berhak memelihara anak, dalam hal ini 

disebabkan karena budak dikuasai oleh tuannya. Tentu saja akan 

terdapat kesulitan dalam pemeliharaan anak tersebut. 

3. Islam  

Seorang yang kafir tidak berhak mengasuh seorang muslim. 

Karena orang yang kafir lebih berbahaya daripada orang yang fasik. 

Seorang kafir yang mengasuh seorang muslim dapat merusak akidah 

anak asuh, bahkan bisa jadi akan mengajaknya keluar dari Islam 

dengan ajaranajaran kafir dan didikannya.
39 

1. Menjaga kehormatan dan dapat dipercaya 

Dengan demikian, ibu yang fasik tidak berhak mengasuh 

anak. Ini disebabkan karena mengasuh adalah kekuasaan. Tidak 

ada jaminan bahwa pengasuh yang fasik itu tidak akan berkhianat 

dalam pengasuhannya dan pemeliharaan anak. 

2. Tidak bersuami 

Maksudnya adalah Ibu sebagai Pemegang hak hadhanah 

tidak bersuami kembali setelah terjadi perceraian. Dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari 

Abdullah bin „Amr bahwa Rasulullah pernah memutuskan wanita 

yang baru saja diceraikan suaminya sebagai pemelihara anaknya 

selagi dia belum menikah lagi. 
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ٌَّ بُُِ  لُاالله ، اِ ْٕ َْايَْزَاةَُ لهَجَْ : یاَ رَسُ ٌَ ا كَ  ذَ َْ  يْ اَ ُّ ٗ نَ یِ  ذْ سَ َٔ  اءٌ ػَ  ِٔ  ُّ نَ  يْ ُِ طْ بَ  ا 

َٔ  اءٌ َٕ حَ  ُّ ٖ نَ  زِ جْ احِ َٔ  ا ءٌ مَ سِ  ا َٓ نَ  مَ مَ ٗ , فَ ٌُ يِ  ُّ ػَ شِ ُْ یَ  ٌْ اَ دَ رَ اَ َٔ  ٍِ مْ هَ طَ  اُِ بَ اَ  ٌَّ اَ , 

 ِٗٓ كِ ُْ حِ  ىْ هَ يَ  ِّ بِ  ك  حَ اَ  جِ َْ اَ  ىَ هَ سَ َٔ  ِّ يْ هَ الله ػَ  ٗهَ الله طَ  ٕلُ سُ رَ 

 

Artinya : “Bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, 

sesungguhnya anak saya ini, perut saya lah yang 

telah mengandungnya, susu saya lah yang telah 

menjadi minumannya dan pangkuanku yang 

melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan 

aku dan hendak menceraikan pula dia dari sisiku”. 

Maka Rasulullah SAW : “engkaulah yang lebih 

berhak akan anak itu, selagi belu kawin (dengan 

orang lain)”.
40

 

 

3. Tinggal Menetap 

Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan ayah 

menetap di negeri yang satu. Adapun apabila salah seorang 

diantaranya mengadaakan perjalanan ke negeri lain, maka ada 

dua ketetapan: 

a. Jika perjalanan untuk keperluan tertentu, seperti naik haji, dan 

perjalanan untuk berdagang dan berperang, maka tidak boleh 

pergi membawa anak, karena bisanya perjalanan seperti itu 

berbahaya dan sulit. Jadi anak tetap tinggal bersama orang 

yang tidak pergi , sampai yang berpergian itu kembali, baik 

jangka waktu pendek maupun panjang. 

b. Kalau perjalanan itu dalam rangka berpindah, dan 

perpindahan itu dalam jarak boleh mengqashar sholat, maka 
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ayah boleh mengambil anak itu dari ibu. Tindakan berhati-

hati ini demi menjaga keturunan. 

Kemudian dalam hal pengasuhan anak, para ulama mazhab 

sepakat bahwa, disyaratkan orang yang mengasuh adalah orang yang 

berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan 

penari dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak 

yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersbut 

adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan 

pertumbuhan moralnya.
41

 

D. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak 

Apabila asuhan terhadap anak itu dimulai dari ibu, maka 

para fiqaha berkesimpulan bahwa kerabat dan ibu lebih berhak 

mengasuh daripada kerabat yang pihak ayahnya. Urutan orang 

yang berhak mengasuh anak itu harus mengikuti tertib sebagai 

berikut : 

1. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak 

didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah 

kepada: 

2. Nenek (ibu dari si anak). Apabila ada halangan maka 

berpindah kepada: 

3. Nenek dari pihak ayah si anak, atau seterusnya kepada: 
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4. Saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak 

5. Saudara perempuan seibu dengan ibu sianak 

6. Saudara perempuan seayah 

7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung 

8. Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu kepada 

ibu si anak 

9. Khalah (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung 

dengan ibu 

10. Khalah seibu 

11. Khalah seayah 

12. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah 

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung  

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung 

15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah  

16. „Ammah (bibi, saudara perempuan seayah) sekandung 

17. „Ammah seibu 

18. „Ammah seayah 

19. Khalahnya ibu 

20. Khalahnya ayah 

21. „Amma nya ibu 

22. “Ammahnya ayah. 

23. Dan seterusnya dengan endahulukan kerabat yang sekandung. 
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Apabila si anak tidak lagi mempunyai kerabat dari muhrim-

muhrim tersebu, atau ada tetapi tidak cukup untuk mengasuh anak 

berpindah kepada ashabah dari pihak laki-laki menurut tertib 

sebagaimana dalam buku waris. Apabila tidak ada seorang pun ashabah 

dari pihak laki-laki atau ada tetapi tidak cukup untuk mngasuh anak, 

maka hanya berpinsah kepada kerabat laki-laki yang bukan ashabah. 

Urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah seperti urutan 

diatas, karena mengasuh anak adalah keharusan dan paling berhak adalah 

kerabatnya. Satu kerabat ada lebih utama dari kerabat lainnya, karena 

yang lebih diutamakan adalah yang dipandang akan lebih 

menguntungkan anak. Apabila mereka tidak ada atau ada terhalang 

haknya untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada kerabat 

berikutnya. Apabila sama sekali tidak ada, maka hakim bertanggung 

jawab untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak.
42

 

E. Maqashid Syariah  

1. Pengertian Maqhasid Syariah
43

 

Dalam kamus bahasa Arab, maqshad dan maqashid berasal 

dari akar kata qashd( ُلَظْذ). Maqashid (يَمَا طِذ) adalah kata yang 

menunjukkan banyak (jama‟), mufradnya adalah maqshad (يَمْظَذ) yang 
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berati tujuan atau target.
44

Secara etimologis,  ّيماطذانشزیؼ  (maqashid 

syari‟ah) merupakan istilah gabungan dua kata: يماطذ(maqashid) dan 

.(syari‟ah) انشزیؼّ
45

Maqashid adalah bentuk jamak dari Maqashid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan
46

istilah-istilah lain yang dianggap 

semakna dengan maqashid, antara lain; alhadf atau al-ghoybah, al-

hikmah, al-ma‟any, al-asrar, al-„illat dan al-sabab.
47

 

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. 

Misalnya, al-hadfu sinonm dari kata al-ghardhu yang berarti tujuan. 

Al-Ghoyyah berarti madakullu syai‟in yang berarti ujung dari segala 

sesuatu yang juga berarti tujuan. Ma‟any jamak dar kata makna adalah 

sinonim dari kata maqashid yang berarti maksud. Asrar jamak dari 

kata sirru yang berarti tersembunyi atau rahasia. „llat adalah sinonim 

dari kata sabab yang berarti sebab. Sementara Sabab berarti segala hal 

yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.
48

 

Dari beberapa istilah diatas terlihat bahwa maqashid tidak 

hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah menurunkan syariat, 

melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajaran-

Nya yang perlu dipahami. Maqashid juga dapat diartikan sebagai 
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hikmah atau rahasi-rahasi dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, 

atau penyebab dan alasan Allah menurunkan syariat-Nya.
49

 

Sedangkan syariah yang secara etimologis bermakna jalan 

menuju mata air,
50

 sedangkan terminologi fiqh, syariah berarti hukum-

hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, 

baik ditetapkan melalui al-Qur‟an maupun sunnah Nabi Muhammad  

yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.
51

 

Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang 

lempang atau jalan yang dilalui air terjun,
52

 pengertian lain adalah 

jalan yang lurus. Pengertian ini yang dimaksud oleh firmah Allah pada 

Q.S. al-Jatsiyah [45]: 18 

                            

      

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu  

syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah 

syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui.”
53
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Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan syariah itu 

sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah berupa agama dan perintah-

perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang 

baik.
54

 Dan menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof 

Alaiddin Koto megemukakan bahwa syariah Islamiyah adalah 

himpunan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia 

secara keselruhan melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad SAW, 

dalam al-Qur‟an dan sunnah. Syariah Islamiyah meliputi bidang 

aqidah, akhlaq dan muamalah.
55 

Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath-Thahir 

ibnu „Asyur dan al-„Allamah „Ilal al-Fasi yang pertama-tama 

menjelaskan defenisi maqashid syariah. 

Menurut Ibnu „Asyur, Maqashid Syariah adalah:  

حَا   ًِ ْٔ يُؼْظَ يْغِ احَْٕال انخشَْزِیْغِ اَ ًِ ا رِعِ فيِ جَ ْٕ ظتَ نشَِّ هْحُ ًَ انْحِكَى انْ َٔ ؼَا َِٗ  ًَ انْ

ٍْ احَْكَاوِ انَشَّزیؼَتِ  بحَِيْثُ لاَ  ْٕ عٍ خَا صٍ يُِ ٌِ فيِ ََ ْٕ  حخَْخضَ  يُلاَ حَظخَحَُا باِ نْكَ

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah swt. yang 

terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada 

hukum tertentu)" 

Menurut al-Fasi, maqashid syariah adalah: 
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ٍْ احَكَا يِحَا   ُْذَ كمَّ حُكُىِ يِ ا رِعُ ػِ َٔ ضَؼحَا انشَّ َٔ الاَ سْزَارَ انخِّي   انَْغَا یتَُ 

“Tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum syariat-Nya.” 

Ar-Risuni memberikan defenisi maqashid syariah yang 

lebih jelas lagi, yaitu: 

ظْهحََتِ انْؼِباَد  انْغا یاَ ًَ زِیْؼَتُ لِاَ جْمِ ححَْميِمحَِا نِ دضِؼَجِ انشَّ ُٔ  ثُ انَخّيِْ 

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk 

merealisasikan kemashlahatan hamba”. 

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim dalam 

buku Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, walaupun defenisi-

defenisi diatas berbeda-beda ungkapanya, tetapi subtansinya sama. 

Dan bisa disimpulkan dengan defenisi yang lebih singkat, bawa 

maqashid syariah adalah: 

فاَسِذ ًَ دَ رْ ء انْ َٔ ظَا نِحِ  ًَ  يُزَاػَا ةُ يَظَا نِحِ انْؼِباَدِ بحَِهْبِ انْ

“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan 

mashlahatnya dan menghindarkan mufsadah dari mereka” 

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan maqashid 

syariah adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, maqashid 

yang dimaksud ialah maqashid atau tujuan yang ditetapkan oleh 
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syara‟ dalam mensyari‟atkan hukum.
56

 Syariat yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW. merupakan rahmat untuk sekalian 

manusia.
57

 Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan 

Islam ini diantaranya Q.S. al-Anbiya [21]: 107 yang berbunyi: 

                

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi)  rahmat bagi semesta alam”.
58 

Untuk memperjelaskan makna maqashid syariah, perlu 

dijelaskan istilah-istilah terkait dalam dalam ushul fiqh 

sebagaimana dijeleskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu „Asyur, yaitu: 

1. Hikmah adalah tujuan ditetapkan atau ditakdirkannya suatu 

hukum, seperti Ifthor (berbuka) sebagai hikmah dari adanya 

masyaqqoh (kesulitan). 

2. Mashlahat adalah setiap perkara yang memberikan 

kemanfaatan dan menghapus kemadharatan. 

3. „Illat adalah sifat yang dzohir (jelas), mundhobith (bisa 

diterapkan dalam setiap kondisi), yang menjadi manath 

(acuan) setiap hukum, seperti safar menjadi „illat di 

syariatkannya qashr. 
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Dari defenisi-defenisi diatas juga, dapat disimpulkan dua hal 

penting, yaitu: 

1. Setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah adalah setiap 

mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang 

dihindarkan, jadi subtansi maqashid syariah adalah mashlahat. 

2. Maqashid syariah sering dikenal juga dengan istilah hikmah 

3. Jika maqasid syariah berfungsi menguatkan isi hukum, maka „illat 

berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum. 

4. Dalam maqashid syariah terdapat Maqashid „Ammah, yaitu tujuan-

tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti kulliystul al 

khomsah dan maqashid khassah yakni tujuan-tujuan yang terkandung 

dalam setiap hukum-hukum syariah.
59

 

F. Pembagian Maqashid Syariah 

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-

tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: maqashid (tujuan-

tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah 

swt, dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para 

mukallaf (manusia).
60
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Adapun dalam hal qashdu syari‟ (tujuan sang pembuat syari‟at) 

yaitu Allah swt. maka ada 4 hal yang menjadi aspek dalam penetapan 

hukum, yaitu:
61

 

1. Maksud syari‟ dalam pembuatan syariat. 

2. Maksud syari‟ dalam pembuatan hukum untuk dipahami 

3. Maksud syari' dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum 

(taklif) yang harus dilakukan. 

4. Maksud syari‟ dalam membuat hukum dalam memasukkan 

mukallaf di bawah cakupan hukumnya.  

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk 

kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan 

lebih lanjut bahwa bebanbeban hukum sesungguhnya untuk menjaga 

maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqashid ini hanya ada 

tiga yaitu dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat.
62

 

1. Dharuriyat 

Dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang 

jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi 

rusak.
63

Menurut Syatibi, dalam hal dharuriyat ada lima sendi yang 

harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
64

 Bila 

sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan 

                                                             
61

Ibid, hlm. 219 
62

Ibid, hlm. 221 
63

Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Op.Cit, hlm. 5 
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manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwudjud, baik 

didunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly 

yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan 

mashlahat. Dengan kata lain, mashlahat itu adalah segala bentuk 

perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan 

paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.
65

 

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan dharuriyat 

dapat dilaksankan dengan dua cara, yaitu: 

a. Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan 

cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-

rukunnya serta memperkuat pondasinya. 

b. Menjaga dan memeliharanya dari sisi „adam (tidak ada) 

dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal 

yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan 

pada masa sekarang dan akan datang.
66

 

2. Hijayat 

Hijayat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala 

halangan. Artinya, ketiadaan aspek hijayat ini tidak akan sampai 

mengencam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, 
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melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran 

saja.  

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai 

sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yaitu:  

 انْحَا جت حُشّل يُشنت انضز ٔرةػا يت كا َج أخا طت

Artinya : "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang 

bersifat umum maupun yang bersifat khusus.” 

 

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan 

memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, islam 

menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, 

mu‟amalat, dan uqubat (pidana).
67

 

3. Tahsiniyah 

Tahsiniyah yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak 

dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang 

nyaman.
68

Tahsiniyah adalah tindakkan atau sifat-sifat yang pada 

prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta 

pemeliharaan tindakkan-tindakkan utama dalam bidang ibadah, 

adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, 

maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti 

kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan 

membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat. 
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Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang 

kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, 

menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi 

masyarakat.
69

 

Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah 

ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang 

terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima 

prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. 

Teori maqhasid syari‟ah, berikut ini akan dijelaskan kelima 

pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan Terhadap Agama (Hifdz Ad-Din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang 

pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap 

pemeluk berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak bolrh dipaksa 

untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga 

tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk 

islam.
70

 Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. al-

Baqarah [2]: 256: 
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Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat.
71

 

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat 

dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa 

agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang 

filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni 

dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang 

hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa menusai memiliki fitrah 

keagaamaan tersebut, pertama kalidi tegaskan dalam agama Islam 

yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.
72

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia 

lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari akidah dan 

agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan 

syiar-syiar islam, seperti shalat, puasa, zakat, haju, memerangi (jihad) 

orang yang menghambat dakwah islam, dan lain sebagainya 
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2. Perlindungan Terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs) 

Memelihara (menjaga) jiwadiri manusia (nyawa). Islam 

mensyari‟atkan agarmewujudkan dan melestarikan ras manusia 

dengan jalan pernikahan dan melanjutkanketurunan. Agar dapat 

menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan 

secarapasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. 

Allah swt. berfirman didalam al-Quran surat al-Isra‟ ayat 

70 : 

                        

                 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
73

 

Untuk terjaminnya eksistensi jiwa, Allah memerintahkan 

manusia untuk makan dan minum, menggunakan pakaian dan 

memiliki tempat tinggal,
74

 sebagaimana Allah swt. juga 

mewajibkan pemberian nafkah kepada setiap manusia yang 

memiliki kewajiban dan tanggungan nafkah, seperti kewajiban 

nafkah seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istri yang 

ditalak dan berada dalam masa iddahatau berada dalam keadaan 

hamil, juga diwajibkan terhadap seorang ibu untuk menyusui 
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anaknya. Secara umum dapat dipahami bahwa hifz an-nafs 

(menjaga diri) dari sisi wujud (tetap ada) adalah dengan 

melaksanakan setiap perintah yang mengarah kepada penjagaan 

eksistensi jiwa manusia. Bahkan di dalam keadaan darurat yang 

mengarah kepada hilangnya jiwa seseorang maka ia diperbolehkan 

mengkonsumsi hal-hal yang dilarang. Allah swt. berfirman di 

dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173,
75

 

                             

                        

   

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 

Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi „adam. Allah swt. 

mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari 

kebinasaan, dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk 

menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, Allah swt. berfirman 

di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195: 
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Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
76

 

Maka untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala 

perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain 

terhadap diri sendiri, dan disyariakan hukum qisas bagi pelaku 

pembunuhan, tindak makar dan lain sebagainya. 

3. Perlindungan Terhadap Akal (Hifdz Al-„Aql) 

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 

hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagian manusia di 

dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. 

disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin 

di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, 

dan berbeda dengan makhluk lainnya.
77

 Allah Swt. berfirman : 

                         

                  

 

                                                             
76

Al-Qur‟an, (Al-Baqarah:2): 195 
77

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, Op, Cit. hlm. 91 



51 

 
 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
78

 

 

Akal memiliki peranan dan fungsi yang besar terhadap 

tubuh manusia, dengan akal manusia mengenal tuhannya dan 

memahami segala perintah dan larangan. Dan dengan akal juga 

seorang manusia dianggap sebagai mukallaf yang dibebankan 

kepadanya syariat. 

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut 

ilmu, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat 

serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan 

untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khomar (minuman 

yang memabukkan) dan obatobatan terlarang, dan Islam 

mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan 

sejenisnya demi terjaganya akal manusia.
79

 

Oleh sebab itu, untuk memelihara jiwa, Allah melarang 

meminum khamar dan semua perbuatan yang merusak akal 

tersebut. 

4. Perlindungan Terhadap Keturunan (Hifdz al-Nasl). 

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah 

untuk batas yang dikehendak oleh Allah di dunia, Allah swt. 

menjadikan berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara 
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keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat,
80

 

dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (ahwal 

al-syakhsiyah) bertujuan untuk memelihara dan menjaga 

keturunan. 

Untuk menjaga keturunan dari sisi „adam, Islam 

mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam 

juga melarang manusia untuk meninggalkan pernikahan,
81

 

membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita 

hamil.
82

 

Dapat dipahami bahwa untuk memelihara keturunan, Allah 

melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi 

pelaku dan siapa saja yang menuduhi orang lain berbuat zina yang 

tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. 

5. Perlindungan Terhadap Harta Benda (Hifdz Al-Mal) 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 

kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. 

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga 

eksistensinya dan demi menambahkan kenikmatan materi dan 

religi, dia tidak boleh berdiri sebagai pengahalang antara dirinya 

dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga 

syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, 
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dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus 

dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.
83

 

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari‟atkan manusia 

untuk berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam al-

Quran surat al-Muluk ayat 15 : 

                   

          

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 

maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
84

 

Sedangkan untuk menjaga harta, Allah menetapkan 

hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan 

yang menjurus kepada kerusakkan harta, seperti berjudi dan lain 

sebagainya. 

G.  Kedudukkan Maqashid Syariah 

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat 

itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti hal nya Al-Qur‟an, 

hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah 

umum yang merupakan kesimpulan dari kumpulan hukum yang 

bersumber pada dalil-dalil syari. 
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Mashlahat adalah kaidah umum yang di syariatkan dari 

banyak masalah furu‟ yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. 

Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu‟ 

dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik 

kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di 

dunia dan akhiratnya. 

Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan 

hukum-hukum furu‟ yang bersumber kepada dalil-dalil Syariah 

adalah furu‟. 

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran 

dalil baik Al-Qur‟an, hadis, ijma ataupun qiyas atau minimal tidak 

ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, 

maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan maslahat tersebut tidak 

berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Maslahat tidak 

bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-

hukum tafsili, tetap ilegalitasnya harus didukung dalil-dalil syari. 

Mashlahat dan maqashid Syariah tidak bias dijadikan satu-

satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap 

fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang 

lain sebagaimana yang ada dalam Bahasa ushul fikih. 

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan 

yaitu:  
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Pertama, Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum khususnya 

dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. 

Kedua, Mashlahat adalah target hukum , maka setiap hasil ijtihad 

dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat 

dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah 

produk ijtihad.
85

 

H. Fungsi Maqashid Syariah 

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash 

sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus 

mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah 

atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. 

agar tidak terjadimisalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan 

dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah. 

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) 

menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid 

Syariah karena maqashid Syariah memberikan  manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur‟an dan Al-Hadis beserta 

hukumnya secara koprehensif. 

2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan 

Maqashid Syariah sebagai salah satu standar (murajjihat). 
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3. Memahami ma‟alat (pertimbangan jangka Panjang) 

kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya 

dengan ketentuan hukum.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang telah disepakati oleh 

Ulama Indonesia bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada kepada ibu sedangkan 

apabila anak tersebut udah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun 

maka hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih 

antara ibu atau ayahnya. Hak asuh anak menurut KHI ini, tidak ada 

hak untuk anak yang belum mumayyiz meskipun anak telah memiliki 

sifat tamyiz pada waktunya. 

2. Setelah dipahami, tujuan dari adanya syariah ini, dan yang telah 

ditetapkan KHI, pemberian hak asuh seorang anak yang belum 

mumayyiz kepada ibunya sesuai dengan kuliatul khamsah, terutama 

hifz nsl atau jiwa. Karena seseorang yang dikategorikan sebagai anak 

hendaknya berada dibawah kepengasuhan orang tua. Khusunya anak 

perempuan ada baikya pemeliharaan dan hak asuh nya itu ada pada 

ibu ketika dia belum dianggap mumayyiz. Ini sejalan dengan apa yang 

telah islam tetapkan mengenai hak pemeliharaan anak sebelum 

mumayyiz ada pada ibu. Di lihat dari manfaatnya hukum islam yang 

sudah di tetapkan di dalam KHI ini sudah sangat relevan dengan 

zaman sekarang ini. 
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B. Saran 

Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak 

sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan agar pemberian hak asuh anak yang belum 

mumayyiz sebaiknya diserahkan kepada ibu. Menurut Ulama Fiqh 

didalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak 

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada 

ibu dan apabila anak sudah mumayyiz hak asuh anak diserahkan 

kepada anak untuk memilih hak asuh nya diantara ayah atau ibunya. 

2. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mohon koreksi agar 

skripsi ini memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi 

semua pembaca. 
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